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SALINAN

BUPATI KEDIRI
PROVIilSI.IAWA TIMTIR

PERATT'RAIT BUPATI KTDIRI
ITOMOR 42 TA,#TTN 20/24

TEilTATG

RIITCAIYA KTR.'A PERAIITGKAT DATRAH
I(ABT'PATEN KEDIRI TNIUIII 2O2S

DEITGAIT RAIIMAT TI'IIAN YAITG MAIIA ESA

BUPATI KEDIRI,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 273 ayat
(4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan undang-Undang Nomor
9 Tahun 20 15 dan sesuai Nota Dinas dari Kepala
Bappeda Kabupaten Kediri Nomor
OOO.7 .2.4_21 / 4t8.54 /2024 tanggat 24 Juli 2024
perihal Rancangan peraturan Bupati tentang
Penetapan Rencana Keq'a perangkat Daerah (Renja pD)

Kabupaten Kediri Tahun 2ozs serta Berita Acara
Nomor OOO.7 .2.4 /5166 /4tB.S4l2024 tanggat 26 Juli
2024 tentang Pembahasan Rancangan peraturan

Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah
(Renja-PD) Kabupaten Kediri Tahun 2025, perlu
menetapkan Rencana Keda perangkat Daerah
Kabupaten Kediri Tahun 2O2S;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan peraturan

Bupati tentang Rencana Kerja perangkat Daerah
Kabupaten Kediri Tahun 2O2S:
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1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun lgSO tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965

tentang Perubahan Batas wilayah Kotaprqia surabaya
dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Fropinsi Jawa Timur (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2T3Ol;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun lggg tentang
Penyelenggara'rn Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme {Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun lggg Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3g51);

3. Undang-Undang Nomor lT Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2g6);

4. Undang-Undang Nomor L Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repubtik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor b, Tambahan kmba-ran
Negara Republik Indonesia Nomor a3E5);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OA4 tentang
Sistem Perencanaan pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4

Nomor 1O4, Tambahan Iembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 44211;

6. Undang-Undang Nomor lT Tahun ZOOT tentang
Rencana Pembangunan Jangka panjang Nasional

Tahun 2OO5-2O25 (Iembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OOT Nomor 33, Tambahan
l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor aTOO);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OOT tentang
Penataan Ruang (Iembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OOT Nomor 68; Tambahan lcmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor aT2S);
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8. Undang-Undang Nomor lZ Tahun 2}fi tentang
Pembentukan Peraturan perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ZO1.l

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor S2S4)

sebagaimana telah diubah beberpa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2A22

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 201 1 tentang pembentukan

Peraturan Perundang-undangan {Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2A22 Nomor 143,

Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang
Pemerintahan Daerah {I"embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor SS8Z)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Zs
Tahun 2Al4 tentang Pemerintahan Daerah {Iembaran
Negara Republik Indonesia Tahun Z01S Nomor Sg,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2AZ2 tentang
Hubungan Keuangan antara pemerintah pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nonror 6T5ZI;

1 1. Undang-Undang Nomor O Tahun 2O2Z tentang
Penetapan Peratr.lran Pemerintah pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2A22 tentang Cipta Keq'a

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 4L, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6g56);
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L2- Peraturan Pemerintah Nomor g rahun 2oog tentang
Tahapan, Tata Cara penyusunan, pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOg

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 48171;

13. Peratura:r Pemerintah Nomor 1g rahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Iembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OL6 Nomor ll4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia l{omor SBBT)

sebagaimana telah diubah dengan peraturan

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2ol9 tentang perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20lg Nomor IBT Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6aOZl;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (L,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Afi Nomor 73, Tambahan

l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6Aa\;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang

Standar Pelayanan Minimal (t emharan Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan

Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6lTSl;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 42, Tarrbahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 63221;

t7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun gO19 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan pemerintah

Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2Ol9 Nomor 52, Tambahan kmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 63231;

18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2O2O tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2O2O-2O24 {Lembaran Negara Republik
Indonesia ?ahun 2A2A Nomor L0);
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19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor g0 Tahun
2015 tentang Pedoman pembentukan produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2A3q sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor 12O Tahun
zolg tentang Perubahan Atas peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 152);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
201,7 tentang Tata Cara perencanaan, pengendalian

dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

serta Tata eara Perubahan Rencana pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana pembangunan

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2077 Nomor 1312);

21. Peraturan Menteri Da1am Negeri Nomor TO Tahun
2ol9 tentang sistem Informasi pemerintahan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun ZOlg Nomor

TrLal;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor g0 Tahun
2Ol9 tentang Klasifikasi, Kodelikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201,9 Nomor

laaTl;

23, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor TT Tahun
2O2A tentang Pedoman Teknis pengelolaan Keuangan

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O

Nomor 1781);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Sg Tahun
2021 Penerapan Standar pel,ayanan Minimal (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2O2l Nomor lalg);
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25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun
2423 tentang Pedoman penyusunan Rencana Keda
Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2O2S Nomor 630);

26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 0so-5gs9
Tahun 2o2t tentang Hasil verifikasi, Validasi dan
Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur perencanaan pembangunan dan
Keuangan Daerah;

27. Peraturan Daerah provinsi Jawa Timur Nomor 1

Tahun 2o0g tentang Rencana pembangunan Jangka
Panjang Daerah provinsi Jawa Timur Tahun 2oo5 -
2025 (kmbaran Daerah provinsi Jawa Timur Tahun
2OO9 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);

28. Peraturan Daerah provinsi Jawa Timur Nomor 7
Tahun 2019 tentang Reneana pembangunan .Iangka
Me'engah Daerah provinsi Jawa Timur Tahun 2org-
2024 (Iembaran Daerah provinsi Jawa Timur Tahun
2ol9 Nomor 5 seri D) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah provinsi Jawa Timur Nomor
4 Tahun 2o2l tentang perubahan Atas peraturan

Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2olg
tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2org-2a24
{Lembaran Daerah provinsi Jawa Timur Tahun 2o2l
Nomor 2 Seri D);

29. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor lg rahun
2024 tentang Rencana Keda pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun zo2s (Berita Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun gAZ4 Nomor 19 Seri E);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun
2ol4 tentang Rencana pembangunan Ja'gka panjang

Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2OOS_2O25

(kmbaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2ot4
Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kediri Nomor 133);
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31. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun
2O2l tentang Rencana pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Kediri rahun 2a2r2o26
(Lembaran Daerah Kabupa.ten Kediri rahun 2o2r
Nomor 6, Tambahan Iembaran Daerah Kabupaten
Kediri Nomor 176l;

32. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun
2023 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten
Kediri Tahun 2023-2043 (kmbaran Daerah
KebuBatcii Kediit rahun 2023 Nomot 6 Tdiiibahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1s2);

33. Peraturan Bupati Kediri Nomor 39 Tahun zoz4
tentang Rencana Kerja pemerintah Daerah Kabupaten
Kediri Tahun 2O2S (Lembaran Daerah
Kediri Tahun 2024 Nomor 39);

Kabupaten

MTMUTUSKAII :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2025

Pasal 1

(1) Rencana Keq'a perangkat Daerah yang selarg'utnya disebut
Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah
untuk periode 1 (satu) tahun.

(2) Reilja PD Kabuiiaten K0diri rdhuri 2a2s sebagaiiiiaiia
dimaksud pada ayat (1) meriputi Renja pD sebagai berikut:
1. Dinas Pendidikan;
2. Dinas Kesehatan;

3. Dirias Peke{aail Umurh dair penataah Ruarig;
4. Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman;

5. Satuan Polisi pamong praja;

6. Dinas Sosial;

7. DiiiaS Tciiaga Kerja;
8. Dinas Ketahanan pangan dan peternakan;

9. Dinas Lingkungan Hidup;
10. Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil;
11. Diilas Pemberdayaan Masyafakat dail pirheriiita?iafl

Desa;

12. Dinas Pengendarian penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan perempuan dan perrindungan Anak;
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13. Dinas Perhubungan;

14. Dinas Komunikasi dan Informatika;
15. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
16. Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu satu

Pintu;
17. Dinas Kearsipan dan perpustakaan;

18. Dinas Perikanan;
19. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
20. Dinas Pertanian dan perkebunan;

2 1. Diiias PerdAgeiigAii;

22. E,adarrr Perencanaan pembangunan Daerah;
23. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
24. Badan Pendapatan Daerah;
25. Bedeii KepegAri;diaii DA6idh;
26. Bad,an Penelitian dan pengemballgan Daerah;
27. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
28. Inspektorat;

29. Baden Kesatuiiii Baiigse dirli politik;

30. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
3 1. Sekretariat Daerah;

32. Kecamatan Mojo;

33. Keidrhetaii Kid.s;

34. Kecamatan Ngadiluwih;

35. Kecamatan Kandat;
36. Kecamatan Wates;

37. Keieiiiatati Ngirncat;

38. Kecamatan ftrncu;
39. Kecamatan Plosoklaten;

40. Kecamatan Gurah;
41. K€caihatafl PaSU;

42. Kecamatan Gampengrejo;

43. Kecamatan Grogol;
44. Kecamatan Papar;

45. Kecariiet.en Puitr,'oasti ;

46. Kecamatan Plemahan ;

47 . Kecamatan Pare;

48. Kecamatan Kepung;

49. Kecamdtari Kanderngart;

50. Kecamatan Tarokan;

51. Kecamatan Kunjang;
52. Kecamatan Banyakan;
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53. Kecamatan Ringinrejo;

54. Kecamatan Kayen Kidul;
55. Kecamatan Ngasem;

56. Kecamatan Badas; dan

57. Kecamatan Semen.

Pasal 2

Renja PD Kabupaten Kediri Tahun 2O2S sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I sampai

dengan Lampiran LVII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

(1) Renja PD Kabupaten Kediri Tahun 2A2S merupakan
penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Kabupaten Kediri Tahun 2025.

(2) Renja PD sebegaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
pedoman Perangkat Daerah datam penyusunan Rencana

Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam ijerita Daerah ltubupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
padatanggal 31 - 7 -2024

BUPnTI rEDTfu,
ttd

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

Diundangkan di Kediri
padatanggal 31 - I -262+
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

ttd
MOHAMAD SOLIKIN

BERITA DAERAIi iieBUPATEN i{EDiRi TIHUN 2024 NOMOR 42
Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Pemerintahan dan Kesejalrteraan Rakyat
u.b.

Tingkat I
199803 2006


